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PUTUSAN
Nomor 193 PK/Pid.Sus/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali

yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin
RAZALLI;

Tempat Lahir : Idi Cut;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 November 1978;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan . Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tengah, Desa Gembong Keude,

Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh
Timur, Nangroe Aceh Darussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan . Wiraswasta;
Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Primair . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidair . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113
ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi

tanggal 19 November 2015 sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI alias HAM alias DANI bin RAZALI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa
hak melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan | dalam bentuk bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Primair
melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI alias HAM alias DANI
bin RAZALI dengan pidana mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB;

- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus
shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima)
bungkus dengan bruto + 78.106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam
koma enam) gram;

Dipergunakan dalam perkara Abdullah alias Dullah bin Zakaria;

1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor
simcard 081375641022;
1 (satu) buah nomor simcard Malaysia 60176890356;

1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;

- 1 (satu) buah passport atas nama Hamdani Razali;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada
Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh  Nomor
247/Pid.Sus/2015/PN Bna tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI alias HAM alias DANI bin RAZALI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana
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Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual
beli Narkotika Golongan | dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya
melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMDANI alias HAM alias DANI bin
RAZALI dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa HAMDANI alias HAM alias DANI bin RAZALI tetap
berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus
shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima)
bungkus dengan 78.106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma
enam) gram bruto;
Dipergunakan dalam perkara Abdullah alias Dullah bin Zakaria;
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor
simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia 60176890356;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah passport atas nama Hamdani Razali;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID/
2016/PT-BNA tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember
2015, Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);
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Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/PID.SUS/2016
tanggal 31 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi’lHAMDANI RAZALI
alias HAM alias DANI bin RAZALI tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
4/Pid.PK/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda
Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penasihat
Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan
kepada Terpidana pada tanggal 18 Oktober 2016. Dengan demikian, putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,
tidak dapat dibenarkan sebab putusan Judex Juris sudah tepat dan benar
menurut hukum dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan
secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan
berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan
ketentuan hukum dan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum
melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan |

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,
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melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya keadaan baru yang
menentukan berupa keterangan Ahli bernama Sajadin Sembiring, S.Si.,
M.Comp.Sc. ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan
karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat
(2) huruf a KUHAP dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta
hukum vyang terungkap dalam perkara a quo sebagaimana telah
diperhitungkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Judex Facti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan
peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam
salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
263 Ayat (2) huruf a, b dan ¢ KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf
a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan
yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana: HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI
tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut

tetap berlaku;
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- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Maijelis,
t.td./ t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002
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